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KANTOR WILA‘I"AH

KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BAI.I
 DENGAN

KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK EIALI”

r'..

NOMOR : W.20-122.HN.04.03 TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal 5 (lIima) bulan Maret tahun 2026 harturnpafﬂ
Denpasar, Kami yang bertanda tangan di bawah Ini:

I Nama : EEM NURMANAH
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Eﬂﬁ
Alamat . Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjumya disebut
sebagal PIHAK KESATU,

Il MNama o NI NYOMAM SUPARNI
Jabatan . Direktur/Ketua Kelompok Peduli Perempuan dan Anak Bali
Alamat . BTN Nirmala Sari Blok C Nomor 12, Jasr, Kabupaten

Karangasam, Pravinsi Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Paduli Perempuan dan
Anak Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ¥

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama s&Jaruumra disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menelaskan;

a. PIHAK KESATLU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggﬂran pada Kanlgnri
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Ball,

b, PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Banfuan Hukum pﬂdﬁdﬁ
tahun 2025 sd. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nemor M.HH-
5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang I..I,Ilu;ﬂI
Verifikasi dan Akreditasi sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025s.d.
2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M. HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 te '
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi ¢

sebagai Pemben Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dar!mln.
akreditasi B, "

Dengan memperhatikan ketentuan
sebagal berikut:




T S Paralu ! , .dl.ﬂ'1 it R LL

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana |
Negara Repubilk Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, T
Republik Indonesia Nomor 5421);
“araturan Menteri Hukum dan Hak Asas| Manusia Nom
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum darn P

Hukum (Berita Negara Republik |ndonesia Tahun 2015 Nomor 81
tetah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Man
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Hukum
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksal
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Repub
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

& Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 97);

7 Peraturan Menteri Hukum Nomer 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832),

8 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 912); i

9. Keputusan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN. 03.03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigast,

10, Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagal
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d, 2027,

11. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembagal/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kemball
sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 e L

12. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.04.03-230 Tahun 2026
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Huskum; =31 ir

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah
Kementarian Hukum Provinsi Bali Nemer ;: SP DIPA-135.03.2 693039/2026 Tanggal
1 Desember 2025, L ae

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan:

menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026

dengan ketentuan sebagal berikut : 3 A

.
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- Panitia Pengawas Pusat yang saiar
‘khusus di bawah koordinasl Badan Pembinaan Hu
‘tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan,
enyelenggaraan bantuan hukum. e e
4 Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda ad

khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian H
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. B
5 Standar Layanan Bantuan Hukum adalah telok ukur yang dipergunaks
sedoman dalam pembedan layanan Bantuan Hukum. el
6. Sistemn Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjuinya d‘mabrk
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elekir
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Masional untuk menunjs
pelaksanaan pemberian bantuan hukum. ' T
7. Hari adalah hari kenja.

5 f

BAE Il
TUJUAN

Pasal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menjamin: e
a. kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompaok orang
miskin; dan N,
b penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi
Ball sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e

BAE Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi:
2 Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/
lUsaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam ¢
1)  penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan; ik
2) persidangan di Pengadilan Tingkat [
3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi]
5) peninjauan kembali, _ 4
b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasl meliputi kegiatan:
1)  penyuluhan hukum; .
2) konsultasi hukum, it
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‘Hak dan Kewajiban PARA PIH&H sd:mgai har’:kl.lt.
a  PIHAK KESATU
1) Hak:

a) Menyimpan, mengedarkan, meﬂggandahm dnne"éﬁg il
dokumen hasil pemberian bantuan hukum; o ; T”

b) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apal:ﬂia F"t £ _;,'!li
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan B
Hukum Ini. - .

2) Kewajiban: . Y

} a) iﬂﬁnyalurhan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang **‘*1
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pE.r'I'IE tal -‘lu-
dan peraturan perundang-undangan;

b} Memaasahtasu pﬁnses pencairan anggaran bantuan hukum berdaaark;a?}
hasil pekeriaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemaniauan -;ian
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum,

b. PIHAK KEDUA
1) Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum

bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU -

berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum. N

2) Kewajlban: CS

a) Memberikan peiayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok A
orang miskin sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dalam
ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Peranjian Fe!a‘rcsanaan =
Bantuan Hukum ini. R

b) Memberikan laperan pelaksanaan dan penggunaan anggaran bantuan
hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara b&rkﬂlﬁamh
& (enam) bulan.

c)  Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran ba,ntpan
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 t'll E
setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nenlitigasi),

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran hﬂhﬁlﬂﬁ
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling Iamtm 5| luL
kerja setelah: ' ‘
(1) pekerjaan selesal untuk kegiatan nnnlmgnju_q._gm S
(2) pekerjaan selesai atau dokumen paniﬂ

untuk kegiatan lmuaﬂi

T, s |
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2 | NON LITIGAS! Rp iﬂfﬂ I3'11'5'-"*"

dengan rincian sebagaimana terfampir.
Besaran anggaran bantuan hukum sabﬂgmmm dlmah;u
bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Ff’
Anggaran 20286,
Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana di m;tﬁ@ .
mengacu pada ketentuan mengenal Besaran Biaya Bantuan Hu!ﬂ.l'l!r
Non Litigasl berdasarkan Keputusan Menter Hukum dan Hak Mﬁi
Republik Indonesia Namor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tﬂntang s
Bantuan Hukum Litigasi dan Mon Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum liigasi maupun nonlitigasi —- Imana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, mah:a PIF HA

KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau Eﬂlﬂ pak
orang miskin secara mandirifprobona.

BAB VI
FENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Pasal b = |
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah il 3
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil f y
pemantauan dan evaluasi. -
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uluh e
Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung. N

Pasal 7

Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya ﬁapat::ihjm

antar jenis bantuan hukum yang sama. :

Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan

kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permehanannya telah tervarin

dalam Sidoankum, =L

Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan I:Ianuin‘ i -""?'-'3‘""-'."1"

sebagal berikut: [

a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendus
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau Iﬂhlh 'ﬂ_ﬂj:'
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mmgaﬂhkan
Pember Baptuan Hukum yang serapan anggam;'ln}r%;
Agusius tidak mencapal 80% dari anggaran yang te 1. dan

-
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, Hmumhﬂ
(2) Perjanjian Pamksanaan Eantuan Hukum Tar'n

- bulan September Tahun Anggaran 2026 atau bulan

__ persetujuan BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat,
(3) Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tamba
dilakukan, PIHAK KEDUA tidak atau kurang aktif dalam pelaks
hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan ang

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA wajib menandatanganl Perjanjian Pelaksanaan Eunh.ﬁrrHH wm
Tambahan (addendum) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah n:ilﬂntlahrlnanf:’ eh
PIHAK KESATL,

(2} Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjlan Pelaksanaan Bar;h:tm
Hukum Tambahan {addendum) sampal batas wakiu sebagaimana dimaksud pm{a
ayat (1), PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dlma'rmml ﬂrw
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA. =X

(3) Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tamhman
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat {2) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU. &

BAB M
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Faszal 10
{1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
repada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan pemtl.u'ﬂn
perundang-undangan.
(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK ,!.-{E,Sﬁ é‘
melakukan pemeriksaan kelayakan dokumen untuk selanjutnya membe
persetujuan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan. i
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar panmjnm atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh PIHAK ED
(4) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan persetujuan sabagmrnanlﬂ P—
pada ayat (2) dilakukan melalul aplikasi Sidbankum,
{5) PIHAK H:EE.#.TLI melakukan pencairan anggaran kepada FIHAWREE L
pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara :
langsung (LS} ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK I{,EI;I% ' F
ketentuan dan mekanisme yang berlaku, 2

s TR,



(B) Pel
-.- s a : _"-.'.-".".."r:l'i_'.'\.-"."::-.-' ﬂ.-:-:ﬁ S P LS 4 !
() Dalam hal PIHAK KEDUA terbukil melakukan pela
O ataimaia asau pade Syat 7, PHA
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohcnan pencalran anggi
hukum tahun anggaran 2028 kepada PIHAK KESATU sejak
2026 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Banfuz
berakhir. Wt o
{2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum se
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA, Hil:la__I5 dapat me:
pencairan pada tahun berikutnya. e
(3) Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan uniuk keglatan
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesual berlakunya Perjanjian Pumi"ﬁ u
Bantuan Hukum ini, e
(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara yang
pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian.
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini. _ L
{(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2025
yang berlanjut ke tahun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2026.

12 e

i e e

Pasal 12 .
(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU dihitung sebagai realisasi anggaran.
(2) PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasl anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), e
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) menjadi
dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya. M

BAE Vil :
SANKS!

Pasal 13

(1} Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan ol
KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekemen
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA
peraturan perundang-undangan. . nip 40

(2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana
‘sesual dengan ketantuan peraturan perundang-undangan yang
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gammunulm. rwnlti!i. n'hqhnr. huru 11
Jika PIHAK KEDUA tidak uapamarah&mm‘- rjas
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena I"r'iur‘lg

Majaure maka Pihak yang mengalami anaMgiam'a ﬁh !

tertulis kepada pihak lalnnya dalam waktu p-alrm Tlambat 14 ..

setelah terjadinya Force Majeurs, 8
Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh FEHP.H EEE!
akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHA
demikian pula sebaliknya.

BAB X
JANGEA WAKTU

Pasal 15 3
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal ﬂ!.larmaﬁ"
2026 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2026. -
Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antara tanggal ‘m‘
Desember 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat dilakukan
secara mandiri/probono tanpa melalul APEN dan dilaporkan melalui fitur Bankum
Mandiri dalam Sidbankum. :

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16 !
PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dar a'en:u
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hﬂhurn:
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat Eﬂﬂi
dijadikan sebagal bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 b
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl dibuat dan ditandatangani ¢
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai m.d':l.lpwm
mempunyal kekuatan hukum menglkat yang sama. =

f !
il
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mm mm met REHA‘I‘fI an i
menandatangani perfanjian ini pada tanﬂuil
‘sesual dengan ketentuan peraturan perund jan
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dannan ateral, men
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yunﬁj_ d
kebutuhan tanpa dibubuhl meterai, "

- -

.
il o

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi
Ball :

EEM NURMANAH " NI NYOMAN SUPARNI

NIP 18680607 1982032001

..'._“I.’ dl } . i---‘:."l r'J. " -
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Nema . NWVOWANSUPARM
Jabatan ' Direktur/Ketua Kelompok Fﬁqw Bl

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama © EEM NURMANAH e M_E:J._ >
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target ﬁmlji
ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 dan 1
pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum, serta m

kegiatan bantuan hukum noniitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan, Kek

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK
KEDUA. 4

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini _‘
mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
|

| L

Depasar, 05 Maret EUEE_

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, 8
Repala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kelompok Peduli Perempuan da
i o] Bai b A e L
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EEN NURMANAH NI NYOMAN SUPARNI -~
NIP“iEEﬂP;EFijEEDEEDm Direktur/Ketua - Lo '
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